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P U T U S A N
Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi yang diajukan oleh:

Wanti  Nur Cahyani binti  Sunardi,  tempat dan tanggal  lahir  Cianjur 23 Juli

1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jaan Pasuruan No.21, TMN Menteng

LC.,  RT.003  RW.009,  Desa  Cibatu,  Kecamatan  Cikarang

Selatan,  Kabupaten  Bekasi.  Dalam  perkara  ini  telah

memberikan  kuasa  kepada  Dr.  Erwin  Syahruddin,  SH,  MH.

Advokat  dan  Konsultan  Hukum  pada  Kantor  Hukum  “Erwin

Syahruddin  &  Associate”,  beralamat  di  Springlake  Apartment

Davallia,  Jalan  Boulevard  Ahmad  Yani,  RT.06  RW.02,

Kelurahan  Marga  Mulya,  Kecamatan  Bekasi  Utara,  Kota

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus

2024  yang  telah  didaftar  pada  Buku  Register  Surat  Kuasa

Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1515/Adv/IX/2024/PA.Ckr

tanggal 24 September 2024, dengan domisili elektronik pada e-

mail:  erwinsyahruddin332@gmail.com,  sebagai  Penggugat/

Tergugat Rekonvensi;

lawan

dr. Risa Esa Nanda Putra bin Suroso,  tempat dan tanggal  lahir  Jambi 03

Januari  1989,  umur  35  tahun,  agama Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Jalan  Pasuruan  No.21,

TMN Menteng LC, RT.003 RW.009, Desa Cibatu, Kecamatan

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.  Dalam perkara ini telah

memberikan kuasa kepada Achmad Ali Nurdin, SH dan Abdul

Kadir Siregar,  SH. Para advokat dan Konsultan Hukum pada

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor  Hukum  “Achmad  Ali  Nurdin,  SH  &  Associates”,

beralamat di Pondok Timur II Blok D/32, Kelurahan Mustikasari,

Kecamatan  Mustikajaya,  Kota  Bekasi,  berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftar

pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang

Nomor 1511/Adv/IX/2024/PA.Ckr tanggal 24 September 2024,

dengan  domisili  elektronik  pada  e-mail:

sirabdul91@yahoo.com,  sebagai  Tergugat/  Penggugat

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat/  Tergugat  Rekonvensi  dan

Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal  10

September  2024  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Cikarang dengan register perkara Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Ckr,  tertanggal

12 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  telah

melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  22  Mei  2017,  di  hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ngaringan, Kab.Grobogan,

Jawa tengah tercatat di Akta Nikah Nomor: 0149/034/V/2017; 

2.  Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tinggal di JL Pasuruan

No.21,  TMN  Menteng  LC,  RT003/RW009,  Desa  Cibatu,  Kecamatan

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kemudian pindah Jalan

Candi  5  A2 No 39 Perumahan  Djava residence,  Kelurahan  Simpangan,

Kecamatan Cikarang utara, Kota/Kab. Bekasi 17836;  

3.  Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri

(ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama   

Naladhipa Romesa Farzana (6 tahun);
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4.  Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  semula  berjalan

dengan harmonis dan bahagia namun sejak bulan kisaran April tahun 2021

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan: 

I. Tergugat sering berkata keras yang membuat hati Penggugat sakit hati;

II. Tergugat sering bersikap diam dan acuh tak acuh terhadap Penggugat

dalam urusan rumah tangganya;  

III. Sering terjadi ketidak cocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam

urusan rumah tangga;  

IV. Penggugat sudah hilang kasih sayang kepada Tergugat; 

5.  Bahwa dengan adanya pertengkaran dan ketidakcocokan yang terjadi terus

menerus tersebut di atas sampai sekarang Tergugat tidak pernah menuruti

perkataan Penggugat dan sering tidak transparan dalam hal ekonomi serta

urusan di luar rumah;  

6.  Bahwa Penggugat mempunyai tabiat suka perselingkuhan;  

7.  Bahwa  salah  satu  contohnya  adalah  Penggugat  mengetahui  Tergugat

menjalin  perselingkuhan  dengan  Wanita  lain pada  14  Mei  2021  melalui

Pesan  Langsung  (direct  messages)  Instagram  bisnis  Instagram  Bisnis

Romeza Coffe; 

8.  Bahwa kegiatan perselingkuhannya tersebut berlanjut hingga diluar batas

kaedah nilai dan norma hukum islam; 

9.  Bahwa karena ketahuan melakukan perselingkuhan, malam harinya terjadi

puncak percekcokan dan berakhir tergugat mendorong Penggugat sampai

terbentur  meja  yang  berlokasi  di  Rumah  Jalan  Candi  5  A2  No.39

Perumahan Djava residence, Kelurahan Simpangan, Kecamatan Cikarang

Utara, Kota/Kab. Bekasi 17836;  

10. Bahwa  setelah  terjadi  percekcokan  yang  luar  biasa  kemudian  Tergugat

meninggalkan Penggugat dari rumah Jalan Candi 5 A2 No 39 Perumahan

Djava  residence,  Kelurahan  Simpangan,  Kecamatan  Cikarang  utara,

Kota/Kab.  Bekasi  17836  ke  JL  Pasuruan  No.31,  TMN  MENTENG  LC,

RT.003/RW.009,  Desa  Cibatu,  Kecamatan  Cikarang  Selatan,  Kabupaten

Bekasi, Jawa Barat di Pengadilan Agama Cikarang;  
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11. Bahwa karena mengalami trauma kekerasan yang dilakukan Tergugat baik

fisik maupun psikis kemudian Penggugat memutuskan untuk meninggalkan

Rumah Jalan Candi 5 A2 No.39 Perumahan Djava residence, Kelurahan

Simpangan,  Kecamatan  Cikarang  Utara,  Kota/Kab.  Bekasi  17836,

kemudian memutuskan untuk menyewa apartement di Apartement Meikarta

Jalan  orange  county  Boulevard  Meikarta  distrik  1  Tower  Northview,

Kecamatan Cikarang Selatan, Kab/Kota. Bekasi (53022); 

12. Bahwa  biaya  sewa  apartemen  yang  harus  dikeluarkan  oleh  Penggugat

yaitu adalah Rp 6.330.000/bulan;  

13. Bahwa Penggugat melihat perselingkuhan Tergugat berlanjut lagi di 10 Juni

2024  melalui  DM  Instagram  Bisnis  Romeza  Coffe,  bahwa  ditemukan

percakapan  disana  Tergugat  mengatakan  sudah  membelikan  Mobil  dan

mau  kerumah  selingkuhannya  untuk  menikahinya  di  daerah  Kebumen

minggu depan pada hari sabtu; 

14. Bahwa  mengetahui  perbuatan  Tergugat  kemudian  Penggugat  ingin

melakukan  pencegahan  perbuatan  tercela  dengan  cara  mengawasi  dan

mengikuti tergugat pergi ke kebumen dengan bantuan teman Penggugat; 

15. Bahwa  di  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  Pedurungan

keluar  toll  kemudian  Penggugat  memberhentikan  Mobil  Penggugat

Bersama selingkuhannya;

16. Bahwa  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  damai

kemudian Penggugat mengajak tergugat di kepolisian terdekat yaitu Polsek

Pedurungan, Semarang untuk melakukan mediasi; 

17. Bahwa  dari  mediasi  yang  sudah  dilakukan  kemudian  berakhir  pada

pernyataan tertulis dari tergugat bahwa dia memang melakukan perbuatan

yang kurang baik dan akan menceraikan Penggugat dan tidak mengulangi

lagi perbuatan tercelanya; 

18. Bahwa  dengan  hubungan  keluarga  yang  tidak  harmonis  tersebut

mengakibatkan  tidak  saling  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  suami  istri

seperti yang tertuang pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam:
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I.Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah

tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dsar dan

susunan masyarakat;  

II.Suami  istri  wajib  saling  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;  

III.Suami istri wajib memelihara kehormatannya;  

IV.Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

19. Bahwa  Tergugat  sudah  meninggalkan  kewajibannya  sebagai  suami

sebagaimana dimuat dalam pasal 77 KHI romawi I, II dan III;  

20. Bahwa ikatan perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

yang diuraikan diatas  sudah sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga yang sakinah,  mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;  

21. Bahwa  dokrin  atau  azas  yang  diterapkan  dalam  perkara  perceraian

bukanlah matrimonial guilt akan tetapi broken marriage,maksudnya tidaklah

penting  menitikberatkan  dan  mengetahui  serta  menggali  siapa  yang

bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan

rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi

majelis  hakim  adalah  mengetahui  keadaan  senyata  yang  dialami  oleh

Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya.  Selain  itu

pula mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan

rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahannkan hanya

akan  menimbulkan  pengaruh  yang  tidak  baik  bagi  kedua  belah  pihak

dimasa  yang  akan  datang.  Hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprodensi  MARI

Nomor 38k/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;  

22. Bahwa Tergugat adalah seorang dokter senior yang mempunyai reputasi

bagus dan berpraktek di beberapa klinik;  

23. Bahwa setiap bulannya Tergugat mendapatkan gaji sekitar Rp6.000.000,00

dari Klinik Sritina, sekitar Rp9.809.442,00 dari Klinik Pratama Isykarima dan
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komisi-komisi  lain  sesuai  produktivitas  kinerja  yang  nominalnya  tidak

diketahui oleh Penggugat;

24. Bahwa Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kam menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. (QS. Al-Thalaq (65): 6); 

25. Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  sudah  melakukan  kewajibannya

sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat dalam hal yang

dibenarkan oleh hukum Islam; 

26. Bahwa  Penggugat  sudah  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan

rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya; 

27. Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Istri diakomodir dalam Perma

Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan

Berhadapan  Dengan  Hukum,  Maka  Isteri  Dalam  Perkara  Cerai  Gugat

Dapat Diberikan Mut'ah, Dan Nafkah 'Iddah Serta Nafkah Madhiyah;  

28. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah

dan Nafkah Iddah kepada Tergugat;

29. Nafkah  Madhiyah  (nafkah  masa  lampau),  adalah nafkah  terdahulu  yang

dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri

sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah; 

30. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi sejak menikah pada tanggal 22

Mei 2017 sampai sekarang yaitu 7 tahun, 3 bulan;  

31. Bahwa Nafkah yang seharusnya diberikan yaitu untuk keperluan sandang

dan  Pangan  Penggugat,  Sandang-Pangan  anak,  Biaya  kebutuhan

Pendidikan anak yaitu berkisar senilai Rp10.000.000,00/bulan;  

32. Bahwa  total  Nafkah  Madhiyah  yang  seharusnya  dibayar  oleh  tergugat

selama 7 tahun, 3 bulan yaitu Rp 870.000.000,00;  

33. Bahwa dari  7  tahun 3  bulan  yaitu  Rp 870.000.000,00  nafkah Madhiyah

yang  tidak  pernah  diberikan  tersebut,  Penggugat  hanya  meminta  untuk

membayarkan Rp 100.000.000,- 

34. Bahwa  Rp100.000.000,-  adalah  nominal  yang  sangat  bermanfaat  buat

kebutuhan kehidupan penggugat dan anak setelah putusnya perkawinan;  
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35. Bahwa  dengan  melihat  kemampuan  finansial  tergugat,  apabila  masih

terdapat  keberatan,  memohon  kepada  majelis  hakim  untuk  menyatakan

bahwa Rp 100.000.000,- tersebut terhitung sebagai hutang tergugat yang

bisa ditagih oleh Penggugat sewaktu-waktu;

36. Bahwa Nafkah Mut'ah  adalah Nafkah penghibur, pemberian  dari  mantan

suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau

benda lainnya; 

37. Bahwa Penggugat meminta Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- 

38. Bahwa Nafkah  Iddah (nafkah  dalam  masa  tunggu),  adalah nafkah yang

wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak

selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu); 

39. Bahwa apabila  perkawinan  putus  karena perceraian,  waktu  tunggu  bagi

yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali  suci  dengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; 

40. Bahwa Pemohon meminta Nafkah Iddah senilai Rp 15.000.000,- 

41. Bahwa selain mengajukan gugatan hak nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah

dan Nafkah Iddah kepada Tergugat,  penggugat  juga mengajukan nafkah

anak; 

42. Bahwa  nafkah  anak  diatur  Pasal  45  UU  No.1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan sebagai berikut:

I. Kedua orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka

sebaik-baiknya; 

II. Kewajiban orang tua  yang dimaksud dalam ayat  (1) pasal  ini  berlaku

sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; 

43. Bahwa Pasal 98 ayat (1) KHI Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal

10 Juni  1991, batas usia anak yang mampu berdiri  sendiri  atau dewasa

adalah 21 tahun,  

44. Bahwa anak penggugat dan tergugat NALADHIPA ROMESA FARZANA (6

tahun); 
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45. Nafkah hadhanah/ Nafkah anak, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak

hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri  sendiri.  Pasal 80

Ayat  4  Huruf  (c)  KHI  menyatakan  bahwa  nafkah  keluarga  di  mana  di

dalamnya  termasuk  nafkah  kehidupan  serta  pendidikan  bagi  anak

ditanggung oleh ayah; 

46. Kebutuhan nafkah anak yang harus dicukupi meliputi:

I. Susu anak dan kebutuhan makan sehari-hari 

II. Sekolah SD-Kuliah 

III. Asisten Rumah Tangga 

IV. Atau  Perlindungan  dan  pendidikan  lain  menyesuaikan  kebutuhan

tumbuh berkembangnya anak yang terbaik 

47. Bahwa Pemohon meminta Nafkah Anak sebagai mana dimaksud poin 41-

47  senilai  Rp10.000.000,-  /  bulan  dengan  penambahan  10%  setiap

tahunnya; 

48. Bahwa untuk itu menuntut Tergugat untuk memberikan Nafkah Madhiyah,

Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah total Rp 130.000.000,- dan Nafkah Anak

sebagai  mana  dimaksud  poin  47  senilai  Rp  10.000.000,-  dengan

penambahan 10% setiap tahunnya; 

49. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan  Hukum  untuk  memberi  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak

perempuan pasca perceraian,  maka amar  pembayaran kewajiban suami

terhadap  istri  pasca  perceraian  dalam  perkara  Cerai  Gugat  dapat

menambahkan kalimat sebagai berikut " ...yang dibayar sebelum sebelum

ikrar  talak  dan/atau  sebelum  mengambil  akta  cerai",  dengan  ketentuan

amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan; 

50. Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal

22  Oktober  2002  memerintahkan  panitera  Pengadilan  Agama  Cikarang

untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan

hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di  tempat tinggal Penggugat
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dan  Tergugat  dan Kantor  Urusan  Agama tempat  perkawinan  Penggugat

dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;  

51. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah

tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah

pecah,  dengan  demikian  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  alasan

perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9

tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun

1974 Jo pasal 116 huruf f  Kompilasi  Hukum Islam maka mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama Cikarang  cq  Majelis  Hakim agar  menjatuhkan

putusan; 

52. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan

mengadili  perkara  ini  berkenan  untuk  memutus  dengan  amar,  sebagai

berikut: 

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.  Menjatuhkan  talak  raj'i dari  Tergugat  Risa  Esa Nanda Putra  bin  Suroso

kepada Penggugat Wanti Nur Cahyani binti Sunardi; 

3.  Menyatakan  hak  asuh  anak  perempuan  bernama  Naladhipa  Romesa

Farzana (6 tahun) untuk diberikan kepada Penggugat;  

4.  Munghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah

dan Nafkah Iddah total Rp130.000.000,- dengan rincian:

i. Nafkah Madhiyah senilai Rp100.000.000,- 

ii. Nafkah Mut'ah senilai Rp15.000.000,- 

iii. Nafkah Iddah senilai Rp15.000.000,-

5.  Menyatakan pembayaran kewajiban Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah dan

Nafkah  Iddah  total  Rp130.000.000,-  dilakukan  sebelum mengambil  akte

cerai;  

6.  Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak/Hadhanah sebesar

Rp10.000.000,-/bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;  

7.  Menyatakan apabila Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dianggap

sebagai Hutang yang dapat ditagih Penggugat;  
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8.  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  dwangsom  atas

keterlambatan pembayaran senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap

harinya;   

9.  Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Subsidair

Apabila  Pengadilan  Agama  Cikarang  dalam  Sidangnya  berpandangan  lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  dan tanggal  sidang yang telah ditetapkan Penggugat

dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

nasehat  kepada  Penggugat  dan Tergugat  agar  mengurungkan keinginannya

untuk bercerai dan mencoba kembali  membina rumah tangga yang  sakinah,

mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis

telah  menunjuk  A.  Djudaeri  Rawiyan,  SH selaku  mediator  untuk  melakukan

upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator

yang  bersangkutan  tertanggal  08  Oktober  2024  menyatakan  upaya  mediasi

telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat, yang kemudian persidangan dilanjutkan secara

e-litigasi  dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam Jadwal  Sidang yang

telah ditetapkan;

Bahwa  Tergugat  telah  menyampaikan  Jawabannya  secara  e-litigasi,

tanggal 15 Oktober 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan Surat Gugatan Penggugat  tanggal  10 September

2024  yang  telah  di  Register  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cikarang

pada  taggal  12  September  2024,  yang  mengambil  dasar  gugatan

sebagaiamana dimaksud Pasal 38 Huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
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Pasal 9 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas Penggugat

sangat  mengada-ngada  dan  mendramatisir  suatu  keadaan  yang

sebenarnya  tidak  dialami  oleh  rumah  tangga  antara  keduanya  karena

kesalahan  yang  disangkakan  dan  tuduhkan  oleh  Penggugat  kepada

Tergugat  adalah TIDAK BENAR dan justru  Penggugat  lah  yang banyak

melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai

isteri  sekaligus  Ibu  Rumah  tangga.Penggugat  tidak  pernah  sekalipun

memasak  untuk  suami  dan  tidak  menyiapkan  keperluan  suami,  yang

Penggugat lakukan hanyalah mementingkan kebutuhan pribadi dan selalu

pulang larut malam bahkan tidak pulang sama sekali tanpa seijin Tergugat

sebagai Suami. Dalam hal pemberian nafkah Tergugat selalu memberikan

sesuai dengan kebutuhan;

2. Bahwa  alasan-alasan  yang  dijadikan  dasar  bagi  Gugatan  Penggugat

adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya

gugatan  perceraian  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  jo. Pasal 9 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

karena  percekcokan  sebagaimana  yang  didalilkan  Penggugat  dalam

gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri;

3. Bahwa  karena  qualifikasi  perbuatan  dan  kesalahan  bukan  ada  pada

Tergugat  maka manamungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang

yang telah memicu dan membuat kesalah itu sendiri sebagai dasarnya;

4. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu

sendiri  dan  untuk  memberikan  contoh  yang  baik  bagi  masyarakat  luas

khususnya kepada Keluarga Kedua belah Pihak maka sudah selayaknya

Gugatan  tersebut  ditolak  atau  setidak-tidak  nya  dinyatakan  tidak  dapat

diterima;

DALAM KONVENSI 

1. Bahwa  Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi

diatas  dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok

perkara ini;
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2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil  gugatan Penggugat

selain  daripada  hal-hal  yang  diakui  secara  tegas  kebenarannya  oleh

Tergugat dalam jawaban ini;

3. Bahwa benar  Penggugat  merupakan istri  sah dari  Tergugat  berdasarkan

Akta Nikah Nomor: 0149/034/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh

dan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan-Jawa Tengah;

4. Bahwa  pernikahan  tersebut  berlangsung  pada  tanggal  22  Mei  2017,

kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di  rumah

kontrakan didaerah Tembalang-Semarang selama kurang lebih  1,5 (satu

setenga) tahun, karena disana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

kemudian pindah Ke rumah orang tua TergugatJl. Pasuruan, No.21, TMN.

MENTENG  LC,  RT.003/RW.009,  Desa  Cibatu,  Kecamatan  Cikarang

Selatan, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, selama 2 (dua) tahun, namun oleh

karena  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan dimana Penggugat merusak seisi rumah orang Tua Tergugat

maka atas dasar tersebut Penggugat diusir orang Tua Tergugat  dan pindah

di  Jalan  Candi  5  A2  No.  39  Perumahan  Djava  Residence,  Kelurahan

Simpangan,  Kecamatan  Cikarang  Utara,  Kabupaten  Bekasi,  hal  mana

rumah tersebut dibeli oleh Tergugat secara kredit, namun setelah beberapa

lama Tergugat sering mengeluh kepada Ibundaya karena merasa keberatan

dengan cicilan rumah dimaksud, kemudian Ibu Tergugat merasa kasihan

dan  memberi  uang  Warisan  kepada  Tergugat  untuk  dibelikan

rumah,selanjutnya Tergugat membeli rumah yang beralamat di Perumahan

Lippo  Cikarang,   Ivory,   Jl.  Alam Elok  no  31,  Desa  Cibatu  Kecamatan

Cikarang  Selatan  Kab.  Bekasi,  kemudian  sisa  uang  warisan  tersebut

dipergunakan untuk sewa Ruko Hollywood Boulevard Jababeka blok A5 A

no 36. Cikarang Utara  Kab Bekasi,  Sejak 01 November 2022, dimana ruko

tersebut dipergunakan Tergugat untuk buka usaha Café (Romeza Coffee)

yang saat ini café tersebut telah diambil dan di kuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa  perlu  Tergugat  sampaikan  pada  saat  pernikahan  berlangsung

tanggal 22 Mei 2017 Penggugat telah hamil selama kurang lebih 3 (tiga)
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bulan  lamanya,  hal  mana  kelahiran  anak  perempuan  yang  bernama

Naladhipa  Romesa  Farzana  (6  tahun)  lahir  pada  tanggal  10  Desember

2017 atau 6,5 (enam setengah) bulan setelah terjadinya pernikahan;

6. Bahwa  sebenarnya  sejak  awal  pernikahan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena ternyata Penggugat mempunyai

sifat  egois  yang tidak bisa diatur   dan suka melawan kepada Tergugat,

sehingga sejak awal perkawinan sudah diwarnai dengan pertengkaran dan

percekcokan yang didasari  oleh  persoalan ekonomi  dimana penghasilan

Tergugat  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  Penggugatsehingga

Penggugat  sering  membanding  bandingkan  Tergugat  dengan  orang  lain

yang penghasilannya jauh lebih tinggi daripada Tergugat;

7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawaban ini, walaupun sebetulnya

hal yang ingin Tergugat sampaikan bersifat privasi namun mau tidak mau,

suka  tidak  suka  terpakasa  Tergugat  harus  sampaikan  yaitu  semasa

perkawinan berlangsung dalam hal hubungan suami istri  Tergugat hanya

dilayanioleh Penggugat 1 (satu) kali dalam sebulan atau paling banyak 2

(dua)  kali  dalam  1  (satu)  bulan,dalam  kondisi  ini  sebenarnya  Tergugat

sangat  berat  untuk  menjalani  pernikahan  dengan  Penggugat  namun

Tergugat berusaha untuk mempertahankan sebab bila Tergugat berontak

maka  Penggugat  akan  berbuat  hal-hal  yang  sifatnya  mengumbar  aib

keluarga dimedia sosial;

8. Bahwa bedasarkan dalil Penggugat angka 5 (lima) dalam surat gugatannya

senyatanya Penggugat bukan merupakan istri yang baik serta membuktikan

sifat egois dan mau menang sendiri, bagaimana mungkin Tergugat sebagai

suami  harus  taat  dan  patuh  terhadap  perkataan  Penggugat  hal  mana

Tergugat  merupakan  suami  sekaligus  kepala  rumah  tangga,  sudah

semestinya  Penggugat  lah  yang  harus  patuh  dan  taat  terhadap  suami

dalam hal kebaikan, begitu juga hal nya dengan persoalan ekonomi sudah

semestinya Penggugat sebagai istri harus mencukupkan segala kebutuhan

rumah tangga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keadaan pendapatan

Tergugat dan tidak harus memaksakan diri untuk membelanjakan sesuatu

diluar batas kemampuan ekonomi Tergugat sebagai suami;
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9. Bahwa selama ini Penggugat selalu keluar rumah tanpa ijin suami, pulang

larut  malam  bahkan  tidak  pulang  sama  sekali  tanpa  ijin  dari  Tergugat

namun ternyata berdasarkan dalil Penggugat angka 6 (enam) dalam surat

gugatannya  menyatakan  “6.  Bahwa  Penggugat  Mempunyai  Tabiat  Suka

Berselingkuh” atas dalil tersebut merupakan bentuk pangakuan yang tidak

terbantahkan, maka dengan jelas terbukti  dalam persidangan Penggugat

lah  yang  selama  ini  berselingkuh  ,  namun  untuk  menutupi  aibnya

Penggugat mencoba mencari-cari kesalahan yang dilakukan Tergugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) merupakan dalil tuduhan

yang mengada-ngada dan tidak berdasar oleh karena senyatanya Tergugat

tidak  pernah  melakukan  perselingkuhan,  sehingga  segala  hal  tuduhan

perselingkuhan yang disematkan Penggugat kepada Tergugat merupakan

tuduhan  yang  tidak  berdasar  dan  merupakan  bentuk  pengalihan  issue

untuk menutupi  aib  perselingkuhan yang dilakukan Penggugat,  dan oleh

karena itu sudah semestinya dan sangat beralasan hukum dalil  tuduhan

perselingkuhan yang disematkan kepada Tergugat harus dikesampingkan;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9

(Sembilan)  karena  yang  sebenarnya  adalah  pada  tanggal  15  Mei  2024

tepat  pukul  01:00  Wib,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi

pertengkaran  dan  percekcokan  dimana  Penggugat  telah  melakukan

tindakan kekerasan pemukulan kepada Tergugat, kejadian tersebut terjadi

dirumah  kediaman  Bersama  di  Djava  Residence  Jl.  Candi  5  A2  No.39

Kelurahan  Simpangan,  Kecamatan  Cikarang  Utara,  Kabupaten  Bekasi.

Pada pukul 02:00 Wib. Tergugat menghubungi orang tua Tergugat melalui

telepon  whatsapp  dan  menceritakan  kejadian  tersebut,  lalu  pada  pukul

02:30  Wib  Ibunda  Tergugat  datang  kerumah  kediaman  Penggugat  dan

Tergugat,  saat  itu  Penggugat  sudah  tidak  ada  ditempat  dan  telah  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  Bersama  yang  tidak  diketahui  kemana

perginya;

12. Bahwa  menanggapi  dalil  Penggugat  angka  10,  11  dan  12  dalam  dalil

Gugatannya membuktikan bahwa Penggugat orang yang tidak patuh dan

taat terhadap Suaminya dan membuktikan Penggugat tidak senang tinggal
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serumah  dengan  Tergugat  dan  lebih  senang  tinggal  di  luar  tempat

kediaman Bersama  namun memang Tergugat  bukanorang  yang  senang

mencari-cari  kesalahan  Penggugat  begitu  juga halnya Penggugat  bukan

orang yang bisa diberikan nasehat, sehingga Tergugat hanya bisa pasrah

terhadap sikap dan tindakan Penggugat selama ini dan membiarkan segala

tindakannya terhadap Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 13,

14, 15 16, 17 dan 18, oleh karena kejadian yang sebenarnya adalah saat

itu Penggugat mengikuti mobil Tergugat hingga Jawa Tengah, sesampainya

di SPBU Padurungan Penggugat yang saat itu bersama teman laki-lakinya

melakukan pencegatan terhadap mobil Tergugat, kemudian dengan dibantu

teman laki-lakinya tersebut Penggugat menarik Tergugat keluar dari mobil,

saat itu Penggugat mencaci maki Tergugat dengan kata-kata kasar disertai

dengan  pukulan  yang  mengakibatkan  dada  atas  Penggugat  menjadi

memar,  yang selanjutnya Tergugat  dibawa ke Kantor  Polisi  terdekat  dan

sesampainya di  Kantor  Polisi  Tergugat  dipaksa oleh Penggugat  didepan

pihak  Kepolisian  untuk  membuat  surat  Pernyataan  Pengakuan  bahwa

Tergugat telah melakukan perselingkuhan, pada saat itu untuk menghindari

keributan  Tergugat  terpaksa  mengikuti  kehendak  Penggugat  walaupun

sebenarnya  perselingkuhan  itu  tidak  pernah  terjadi,  namun  demi  untuk

menghindari  pertengkaran dan persoalan yang berkepanjangan Tergugat

terpakasa harus mengalah dan menuruti kehendak Penggugat;

14. Bahwa menaggapi dalil Gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) dan

angka  19  (Sembilan  belas)  sejauh  ini  Tergugat  selalu  menjalankan

kewajibannya  sebagai  suami  untuk  memberikan  nafkah  lahir,  namun

sebaliknya  kewajiban  Penggugat  sebagai  Isteri  selama pernikahan  tidak

pernah  dipenuhi,  seperti  halnya  nafkah  bathin  dimana  Tergugat  hanya

dilayani 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau paling banyak 2 (dua) kali

dalam 1 (satu) bulan, padahal sejatinya seorang Istri harus taat dan patuh

terhadap suami  baik  lahir  maupun bahtin,  bahkan urusan rumah tangga

seperti, membersihkan rumah (nyapu, ngepel), mencuci pakaian semuanya

dilakukan oleh Tergugat;
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15. Bahwa Tergugat  mengakui  dan membernarkan dalil  Gugatan Penggugat

angka 20 (duapuluh) dan 21 (dua puluh satu), namun perlu dipahami dasar

Gugatan yang diajukan haruslah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

16. Bahwa  menaggapi  dalil  gugatan  Penggugat  angka  22  (dua  puluh  dua),

angka  23  (dua  puluh  tiga)  benar  Tergugat  adalah  seorang  dokter  yang

awalnya  bekerja  pada  2  (dua)  Klinik  akan  tetapi  upah  yang  diterima

Tergugat  tidak  benar  seperti  dalil  Penggugat  angka  23  (duapuluh  tiga)

sebab angka perolehan gaji  sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

dan Rp.9.809.442,00 (Sembilan  juta  delapan ratus  adalah perincian  gaji

yang direkayasa (di mark up) dengan tujuan agar Kredit Pembelian Rumah

Djava Residence dapat  di  ACC (accepted) oleh pihak Bank,  selanjutnya

Tergugat  tidak  mengerti  alasan  apa  sehingga  Penggugatmembuat  Issue

Negetif kepada Klinik Pratama Isykarimadan meminta Pimpinan Klinik untuk

memberhentikan  Tergugat  bekerja,  sehingga  atas  Issue  negatif  dan

Permintaan  Penggugat  tersebut  pada  akhirnya  Pimpinan  Klinik  Pratama

Isykarima  meminta  Tergugat  untuk  segera  mengundurkan  diri  sehingga

terhitung sejak tanggal 23 Juli  2024 Tergugat sudah tidak bekerja lagi di

Klinik  Pratama Isykarima dan  hanya  bekerja  pada  Klinik  Sritina  dengan

penghasilan Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,-

(empat juta rupiah);

17. Bahwa  menanggapi  dalil  Penggugat  angka  24,  25  dan  26  tentunya

Tergugat  sebagai  Suami  telah  melakukan  kewajiban  untuk  mencukupi

segala  kebutuhan  rumah  tangga,  namun ternyata  Penggugat  bukan  lah

orang  yang  pandai  bersyukur  untuk  dapat  menerima  hasil  jerih  payah

Tergugat  sehingga  segala  hal  yang  telah  dilakukan  Tergugat  dalam

memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir dan bathin tidak dianggap dan

diterima dengan ikhlas bahkan menganggap semua pemberian Tergugat

selama  ini  tidak  pernah  ada,  sehingga  sangat  berlebihan  apabila

Penggugat meminta pemenuhan nafkah Madhiyah (lampau) sebagaimana

dalil  gugatannya angka 28 (duapuluh delapan) sampai dengan angka 34

(tiga puluh empat) dan oleh karenanya sangat ber alasan hukum apabila
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tuntutan tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidak nya dinyatakan tidak

dapat diterima;

18. Bahwa perlu  diketahui  Allah  SWT telah  berfirman  dalam dalam Q.S At-

Thalaq  ayat  7  yang  Artinya:  “hendaklah  orang  yang  mampu  memberi

nafkah  menurut  kemampuannya.  dan  orang  yang  disempitkan  rezkinya

hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya.

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan

sesudah kesempitan” demikian juga dengan Hadist Nabi yang mengatakan

“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu

dengan cara yang baik”, sehingga dari kedua dasar Hukum tersebut Suami

diwajibkan  memberikan  nafkah  kepada  Istrinya  sesuai  dengan

kemampuannya dan begitu juga istri di benarkan menerima nafkah sesuai

dengan kebutuhannya bukan sesaui dengan ke inginannya;

19. Bahwa  sejak  awal  menikah  seluruh  penghasilan  Tergugat  dipergunakan

untuk  kepentingan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yaitu  untuk

membayar cicilan Rumah, Listrik, kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan

susu  anak  dan  lain  sebagainya  dengan  total  mencapai  Rp11.500.000,-

(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, apakah dengan seperti ini

Tergugat selama ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga?

Atas dasar tersebut sangat berlebihan apabila Tergugat dituntut  Kembali

untuk membayar nafkah lampau yang pada faktanya selama ini Tergugat

telah berjuang dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah

tangga Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa  dalam  hal  mencari  penghasilan  tambahan  sejak  tanggal  1

November 2022 Tergugat membangun usahan café dengan nama Romesa

Coffe  di  Ruko  Hollywood  Boulevard  Jababeka  Cikarang  dengan  omset

perbulan  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari sisa hasil usaha tersebut selain

dipergunakan  untuk  pengembagnan  usaha  juga  diserahkan  dan

dipergunakan  untuk  kepentingan  pribadi  Penggugat,  namun  sejak  saat

terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, usaha
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café  Romesa  Coffe tersebut  diambil  alih  dan  dikelola  oleh  Penggugat

sendiri sampai dengan sekarang;

21. Bahwa menunjuk pada dalil Gugatan Penggugat angka 35 (tigapuluh lima)

tentunya  dalil  tersebut  merupakan  dalil  yang  mengada-ada  dan  tidak

berdasar oleh karena selama masa perkawinan Tergugat telah memenuhi

kebutuhan hidup sesuai  dengan batas kemampuannya,  selain  itu  antara

Penggugat  dan  Tergugat  tidak   pernah  ada  perjanjian  perkawinan  yang

mengharuskan  Tergugat  memberi  nafkah  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta

rupiah) perbulan kepada Penggugat, Sehingga atas dasar tersebut sangat

beralasan  hukum apabila  tuntutan  Penggugat  aquo harus  dinyatakan  di

tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 36 (tiga

puluh enam) dan 37 (tiga puluh tujuh), oleh karena tuntutan nafkah mut’ah

dan  Iddah  sebagaimana  dalil  Penggugat  hanya  dapat  diberikan  kepada

bekas istri  yang taat dan patuh kepada suami salama masa perkawinan

sesuai  dengan  batas  kemampuan  bekas  suaminya,  berbeda  hal  nya

dengan Penggugat dimana selama masa perkawinan tidak pernah taat dan

patuh  kepada  suami  bahkan  Penggugat  tidak  menjaga  kehormatan

Tergugat  sebagai  suami,  terbukti  Penggugat  telah  menyebarkan  issue

negative melalui media sosial dengan mengatakan Tergugat adalah Dokter

yang mengidap PENYAKIT HIV, tidak hanya sampai disitu Penggugat juga

telah  menyebarkan  fitnah  dan  berita  bohong  kepada  Klinik  Pratama

Isykarima yang mengakibatkan Tergugat harus berhenti dari pekerjaannya;

23. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat angka 41 (empat satu) sampai

dengan  angka  47  (empat  puluh  tujuh)  yang  pada  pokoknya  Penggugat

menuntut  kepada  Tergugat  hak  nafkah  anak  sebesar  Rp10.000.000,-

(sepuluh  juta  perbulan)  merupakan  dalil  tuntuntan  yang  mengada-ada,

keliru  dan  tidak  tepat,  oleh  karena  saat  ini  Tergugat  hanya  mempunyai

penghasilan  Rp  3.000.000.-  (tiga  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp

4.000.000,-  (empat  juta  rupiah)  sehingga  bagaimana  mungkin  Tergugat

dapat memenuhi tuntutan tersebut. Disisi lain berdasarkan aturan hukum

yang  berlaku  anak  perempuan  Naladhipa  Romesa  Farzana  (6  tahun)
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merupakan anak diluar nikah hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tanggal

kelahiran anak dimaksud yaitu tanggal 10 Desember 2017 atau 6.5 (enam

setengah)  bulan  sejak  melangsungkan  pernikahan,  sehingga  tidak  ada

kewajiban bagi  Tergugat  untuk  memberikan nafkah anak sesuai  dengan

tututan Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “anak

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan

ibu  nya  dan  keluarga  ibunya”  selanjutnya  Berdasarkan Pasal  42  UU

Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan

yang  sah.  Kemudian,  ketentuan Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan

menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar

perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya;

25. Bahwa  Tentang  anak  luar  kawin  lebih  lanjut,  Dosen  Fakultas  Hukum

Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, menjelaskan sedikitnya ada dua

pengertian tentang anak luar kawin. Pertama,  anak yang dibenihkan dan

dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah. Kedua,  anak  dibenihkan  di  luar

perkawinan, tapi  dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan aturan hukum tersebut senyataya tidak ada

kewajiban dan paksaan bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat

dalam hal  pemenuhan nafkah anak setelah putusnya perkawina,  karena

anak dimaksud tidak mempunyai hubungan nasab dengan Tergugat;

DALAM Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonvensi

ini,  selanjutnya  mohon Tergugat  KONPENSI  disebut  sebagai  Penggugat

Rekonvensi  dan  Penggugat  KONPENSI  disebut  sebagai  Tergugat

Rekonvensi;

2. Bahwa  telah  berkali-kali  Penggugat  Rekonvensi  memberikan  nasehat

kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya layaknya

sebagai  istri  dan Ibu Rumah Tangga,  namun Tergugat  Rekonvensi  tidak

pernah  menghiraukannya,  dimana  Tergugat  Rekonvensi  selalu  melawan
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dan menjawab dengan kalimat  kasar  yang tidak semestinya di  ucapkan

seorang isteri kepada suami;

3. Bahwa  sejak  awal  pernikahan  sampai  dengan  perginya  Tergugat

Rekonvensi  dari  Rumah  kediaman  Bersama  selama  itu  pula  Tergugat

Rekonvensi  tidak  pernah  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  seorang

istri,  membersihkan  rumah  dan  mencuci  pakaian  seluruhnya  dikerjakan

Penggugat  Rekonvensi  sehari-hari,  bahkan untuk melayani  suami  dalam

kaitannya dengan nafkah bathin  Penggugat  Rekonvensi  hanya diberikan

jatah 1 (satu) kali dalam sebulan atau paling banyak 2 (dua) kali dalam 1

(satu) bulan, tidak hanya ituTergugat Rekonvensi juga tidak segan segan

mengumbar aib Penggugat Rekonvensi, menyebar fitnah dan berita bohong

melalui akun google Klinik dimana Penggugat Rekonvensi bekerja, dalam

kondisi  seperti  ini  Penggugat  Rekonvensi  telah  memberikan

teguran/nasehat  namun respon dari  Tergugat Rekonvensi  adalah marah-

marah disertai dengan makian kepada Penggugat Rekonvensi, begitu juga

dalam  hal  keseharian  Tergugat  Rekonvensi  sering  pulang  larut  malam

bahkan  tidak  pulang  sama  sekali  kerumah  kediaman  Bersama,  jika

Penggugat Rekonvensi memberikan nasehat atau teguran maka Tergugat

Rekonvensi akan marah dan mencaci maki Penggugat Rekonvensi dengan

kalimat yang tidak semestinya diucapkan seorang isteri kepada suaminya;

4. Bahwa pernah suatu Ketika tanpa ada kesalahan apapun yang dilakukan

Penggugat  Rekonvensi  tiba-tiba  sesaat  setelah  Tergugat  Rekonvensi

pulang kerumah yang saat itu masih tinggal Bersama orang tua Penggugat

Rekonvensi  didepan  orang  tua  Penggugat  Rekonvensi  dengan  emosi

Tergugat  Rekonvensi  marah-marahdan  melakukan  tindakan  kekesaran

pemukulan  kepada  Penggugat  Rekonvensi,  sampai  perkakas  rumah

banyak  yang  rusak  akibat  ditendang  dan  dilemparkanoleh  Tergugat

Rekonvensi,  Ibunda Penggugat Rekonvensi  tidak dapat berbuat apa-apa

selain  daripada  memberikan  nasehat  agar  tidak  berlebihan  dalam

amarahnya,  namun  Tergugat  Rekonvensi  tidak  perduli  dengan  nasehat

tersebut  dan  akhirnya  Ibu  Penggugat  Rekonvensi  mengusir  Tergugat

Rekonvensi  dari  rumah,  dari  kejadian  tersebut  Penggugat  Rekonvensi
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membeli rumah dengan cara kredit yang terletak di Jalan Candi 5 A2 No. 39

Perumahan Djava Residence, Kelurahan Simpangan, Kecamatan Cikarang

Utara, Kabupaten Bekasi yang selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi

dengan  Tergugat  Rekonvensi  tinggal  dirumah  tersebut  samapai  pada

akhirnya  Tergugat  Rekonvensi  meninggalkan  rumah  kediaman  Bersama

tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din

dalam  Majmu’ah  ar-Risalah  al-Imam  al-Ghazali (Kairo;al-Maktabah  al-

Taufiqiyah,halaman  442)  menjelaskan  bahwa  adab  istri  terhadap  suami

antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat,  senantiasa

taat  atas  perintahnya,  diam  ketika  suami  sedang  berbicara,  menjaga

kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga

harta suami,  menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami

serta menampakan rasa gembira di  kala melihat suami,  selain itu dalam

perkembangannya, nusyuz dimaknai sebagai si istri melakukan perbuatan

yang mengarah kedurhakaannya kepada suami (vide; kamus al-Marbawi,

1995,  Semarang;  Al-Nasyr,  halaman  318),  yang  rinciannya  bisa  dalam

bentuk  pelanggaran  perintah,  penyelewengan,  dan  hal-hal  yang

mengganggu  keharmonisan  rumah  tangga  (vide;  Nuruddin  &  Tarigan,

2004,halaman 209);

6. Bahwa  berdasarkan  penjelasan  Imam  Ghazali  dan  pendapat  para  ahli

tersebut di  kaitkan dengan sikap dan perbuatan sebagaimana rangkaian

peristiwa  hukum  yang  telah  diuraikan  diatas  terbukti  secara  hukum

Tergugat  Rekonvensi  merupakan  istri  yang  TIDAK  TAAT kepada  suami

(Nusyuz),  dengan  demikian  Penggugat  Rekonvensi  beranggapan

pernikahan  antara  Penggugat  Rekonvensi  dengan  Tergugat  Rekonvensi

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, begitu juga hal nya dengan hak-hak

Bekas isteri  seperti  hak  nafkah Iddah dan nafkah  Mut’ah  tidaklah  wajib

diberikan kepada bekas Isteri yang durhaka (Nusyuz);

7. Bahwa  berkaitan  dengan  anak  perempuan  yang  bernama  NALADHIPA

ROMESA FARZANA (6  tahun)  merupakan anak diluar  Perkawinan,  oleh

karena  senyatanya  pada  saat  pernikahan  terjadi,  Tergugat  Rekonvensi
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telah  hamil  selama  kurang  lebih  3  (tiga)  bulan.  Hal  tersebut  dapat

dibuktikan berdasarkan Akta  Kelahiran Anak yang lahir  pada tanggal  10

Desember  2017  atau  6,5  (enam  setengah)  bulan  setelah  terjadinya

pernikahan,  berdasarkan  ketentuan Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan

menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar

perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga  ibunya.  Tentang  anak  luar  kawin  lebih  lanjut,  Dosen  Fakultas

Hukum  Universitas  Indonesia,  Neng  Djubaedah,  menjelaskan  sedikitnya

ada  dua  pengertian  tentang  anak  luar  kawin. Pertama,  anak  yang

dibenihkan  dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah. Kedua,  anak

dibenihkan  di  luar  perkawinan,  tapi  dilahirkan  setelah  orang  tuanya

melakukan  perkawinan.  Dalam  hal  ini  terbukti  anak  perempuan  yang

bernama NALADHIPA ROMESA FARZANA dibenihkan di luar perkawinan,

tapi  dilahirkan  setelah  orang  tuanya  melakukan  perkawinan/pernikahan,

dengan demikian oleh karena anak dimaksud hanya mempunyai hubungan

perdata  dengan  ibunya  maka  tidak  ada  kewajiban  bagi  Penggugat

Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan kepada Tergugat

Rekonvensi;

Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum dan  alasan  Gugatan  Rekonpensi  tersebut

diatas,  maka  dengan  ini  dimohon  agar  Gugatan  Rekonpensi  ini  dikabulkan

Seluruhnya  dan  selanjutnya  Penggugat  Rekonvensi  dengan  ini  memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI 

1. Menerima dan mengabulakan Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk

Verklaard);

DALAM KONVENSI 

- Menyataan  Gugatan  Penggugat  KONVENSI  ditolak  untuk  seluruhnya

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk

Verklaard);

DALAM REKONVENSI
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1. Mengabulkan  Gugatan  Rekonpensi  Penggugat  Rekonvensi  untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk

membayar  nafkah  iddah  maupun  nafkah  mut’ah  kepada  Tergugat

Rekonvensi;

4. Menyatakan  anak  perempuan  yang  bernama  NALADHIPA ROMESA

FARZANA(6  tahun)  merupakan  anak  diluar  Perkawinan  antara

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk

memberikan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan  Penggugat  Rekonvensi  telah  melakukan  kewajibannya

sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi

dan  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  Nafkah  Lampau

(nafkah madhiyah) kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat  Rekonvensi  untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini sesuai hukumnya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat  lain  mohon  agar  memberikan  putusan  yang  seadil-adinya  (ex

aequo et bono);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan

Tanggapan  Eksepsi,  Replik  dan  Jawaban  Rekonvensi  tertulisnya  secara

elektronik  tanggal  22  Oktober  2024,  dan  demikian  juga  Tergugat  telah  pula

mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi tertulisnya secara elektronik tanggal

29 Oktober 2024;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Duplik Rekonvensinya secara lisan

tetap dengan Jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  3315096307940002,  tanggal  06

Agustus  2019,  atas  nama  Wanti  Nur  Cahyani,  yang  dicatat  dan

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai

cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1/TR.1 dan

diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/034/V/2017, tanggal  22 Mei

2017,  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngaringan, Kabupaten

Grobogan,  telah  bermeterai  cukup dan dinazegelen, yang oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda P.2/TR.2 dan diparaf;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan Kelahiran  Nomor VK/113/XII/2017,  tanggal

10  Desember  2017,  atas  nama  Naladhipa  Romesa  Farzana,  yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Irsam, Sp.OG, telah bermeterai

cukup  dan  dinazegelen, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3/TR.3 dan

diparaf;

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor:  3216-LT-14082019-0285,

tanggal 14 Agustus 2019, atas nama Naladhipa Romesa Farzana, yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda P.4/TR.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191207190009, tanggal 13 Agustus

2019,  atas  nama  Kepala  Keluarga  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen,  yang oleh Ketua Majelis  tidak dapat  dicocokkan dengan

aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.5/TR.5 dan diparaf;

6. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda P.6/TR.6 dan diparaf;
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7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Patologi Nomor: PA-17128920, tanggal 18

Desember  2017,  atas  nama  Ny.  Wanti  Nur,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani oleh dr. Adjeg Tarius, Sp.PA, telah bermeterai cukup dan

dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7/TR.7 dan diparaf;

8. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda P.8/TR.8 dan diparaf;

9. Print Out foto dan chat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi

tanggal, diberi tanda P.9/TR.9 dan diparaf;

10. Print Out chat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda P.10/TR.10 dan diparaf;

11. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda P.11/TR.11-P.12/TR.12 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Juni 2024, telah bermeterai cukup

dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua  Majelis  tidak  dapat  dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.13/TR.13 dan diparaf;

13. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor:  010/SDM/VI/24,  tanggal  12  Juni

2024,  atas  nama  dr.  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani  oleh Koord. SDM & Umum Klinik Pratama Rawat Inap

Sritina,  Kabupaten  Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

diberi tanggal, diberi tanda P.14/TR.14 dan diparaf;

14. Fotokopi  Surat  Keterangan  Kerja  Nomor:  086/SU-ISY/DIREKSI-

UMUM/VI/2024 atas nama dr. Risa Eka Nanda Putra, yang dikeluarkan

dan  ditandatangani  oleh  Direksi  Klinik  Pratama Isykarima,  Kabupaten

Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua

Majelis  tidak  dapat  dicocokkan  dengan  aslinya,  diberi  tanggal,  diberi

tanda P.15/TR.15 dan diparaf;

15. Fotokopi  Slip  Gaji,  tanggal  20  Maret  2024,  atas  nama  dr.  Risa  Eka

Nanda Putra, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Sritina,

Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh
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Ketua Majelis  telah  dicocokkan dengan aslinya  ternyata  cocok,  diberi

tanggal, diberi tanda P.16/TR.16 dan diparaf;

16. Fotokopi Slip Gaji atas nama dr. Risa Eka Nanda Putra, yang dikeluarkan

oleh  Klinik  Isykarima,  Kabupaten  Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen,  yang oleh Ketua Majelis  tidak dapat  dicocokkan dengan

aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.17/TR.17 dan diparaf;

17. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank Nobu Nomor 143-10-03347-5,

atas  nama  Wanti  Nur  Cahyani,  yang  oleh  Ketua  Majelis  tidak  dapat

dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.18/TR.18 dan

diparaf;

18. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor 600201027013535,

atas nama Evi Mulyati, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.19/TR.19 dan diparaf;

19. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor:  3216-LT-14082019-0284,

tanggal  14  Agustus  2019,  atas  nama  Wanti  Nur  Cahyani,  yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda P.20/TR.20 dan diparaf;

20. Print Out transkrip audio, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi

tanggal, diberi tanda P.21/TR.21 dan diparaf;

21. File audio, P.22/TR.22;

22. Fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor 600201027013535,

atas nama Evi Mulyati, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.23/ TR.23 dan diparaf;

23. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda P.24/ TR.24 dan diparaf

24. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda P.25/ TR.25 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. Deni  Ramdan  Saputra  bin  Sunardi,  umur  26  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Sales Properti, tempat tinggal di Dusun Belor, RT.01 RW.04,
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Desa  Belor,  Kecamatan  Ngaringan,  Kabupaten  Grobogan,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.  Saksi adalah adik

kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017, di Purwodadi,

Grobogan;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

Semarang, kemudian pindak ke Cikarang, tahun 2019, beli rumah di

Jababeka;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sebelumnya  tinggal  di  mertua

Penggugat, terakhir di Jababeka;

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat, dengan

alasan dugaan perselingkuhan;

- Bahwa atas alasan tersebut,  terjadi  percekcokan, di  Meikarta,  saksi

melihat sendiri;

- Bahwa  saksi  mengetahui  hal  tersebut  karena  saksi  ikut  tinggal

bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  keluarga,  ibu  kandung  Penggugat,  telah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei atau

Juni  2024,  Penggugat  di  Meikarta,  sedangkan Tergugat,  saksi  tidak

tahu;

- Bahwa  keluarga  tidak  sanggup  untuk  memperbaiki  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat, lebih baik pisah saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, lahir

tahun 2017 atau 2018, bernama Nala;

- Bahwa Nala tinggal di kampung, di Grobogan;

- Bahwa Penggugat tidak pernah KDRT terhadap anak kandungnya;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;

- Bahwa  Tergugat  tidak  menafkahi  Penggugat  selama  pisah,  saksi

mengetahui itu dari cerita Penggugat. Untuk anak, masih menafkahi,

Rp.1.200.000,-. Mengetahui hal tersebut dari percakapan di WAG;
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- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter swasta. Tidak mengetahui ada

kerjaan lain, atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan nafkah dari Tergugat;

- Bahwa saksi  mengetahui  adanya dugaan selingkuhan tersebut  dari

foto dan video pengerebekan;

- Bahwa  Penggugat  bekerja  sebagai  marketing  property,  di  agency,

freelance;

- Bahwa  kesimpulan  keluarga  besar  Penggugat,  baiknya  berpisah

secara baik-baik;

- Bahwa puncak percekcokan terjadi dorong-dorongan, saksi misahin.

Lalu Tergugat mukul tembok;

- Bahwa Penggugat menderita penyakit kista, saksi melihat hasil labnya;

- Bahwa Penggugat mengerjakan pekerjaan rumah;

- Bahwa Penggugat  pulang  sebagai  marketing  sampai  jam sembilan

malam;

- Bahwa Penggugat bekerja di café di malam hari, Tergugat menemani,

dan menjemput;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  apakah  ketika  menikah,  Penggugat

sedang hamil atau tidak;

- Bahwa  konflik  sewaktu  dahulu,  adalah  masalah  ekonomi.  Detilnya,

saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Tergugat waktu itu telah bekerja praktik di klinik dan di apotik;

- Bahwa Nala berusia sekira tujuh tahun, tinggal di Jawa;

- Bahwa saksi tidak konfirmasi perihal dugaan perselingkuhan tersebut

kepada Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja di Meikarta sebagai sales marketing;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat izin terlebih dahulu

atau tidak kepada Tergugat, untuk bekerja sebagai sales Meikarta;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  adakah  pengaruhnya  Penggugat

bekerja, terhadap perannya sebagai istri;

- Bahwa akibat didorong oleh Tergugat, Penggugat jatuh;

- Bahwa kejadian tersebut di tahun 2018;

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akhir dari kejadian tersebut;

2. Rista  Wulandari  Rahman binti  Hj.  Maman Nurjaman,  umur  35  tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Jalan  Didi

Prawirakusuma,  RT.02  RW.05,  Desa  Malebar,  Kecamatan  Karang

Tengah,  Kabupaten  Cianjur,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat.  Saksi  adalah  bibi

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di Semarang;

- Bahwa  setelah  menikah  tinggal  di  Jawa,  kemudian  pindah  ke

perumahan  LIPPO,  di  rumah orang tuanya,  sekarang di  Jababeka.

Saksi pernah berkunjung;

- Bahwa tempat tinggal  bersama terakhir  Penggugat  dan Tergugat  di

Jababeka;

- Bahwa Penggugat ke pengadilan hendak mengajukan perceraian;

- Bahwa  alasan  perceraian  karena  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan dugaan adanya pihak ketiga;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari  cerita Penggugat setelah

percekcokan tersebut;

- Bahwa saksi  telah berusaha memperbaiki  rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat,  sering  mendamaikan.  Setelah  dinasehati,  ribut  lagi.

Sekira telah tiga atau empat kali menasehati;

- Bahwa saksi mengetahui adaya pihak ketiga tersebut dari foto, video,

chat;

- Bahwa saksi melihat video penggerebekan oleh Penggugat terhadap

Tergugat dengan wanita lain;

- Bahwa saksi membaca chat bahwa Tergugat hendak menikahi wanita

lain tersebut, saksi melihat wefie Tergugat dengan wanita lain;

- Bahwa awal  percekcokan disebabkan karena dugaan adanya pihak

ketiga;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  selama  enam

bulan.  Penggugat  tinggal  di  Meikarta  dengan  saksi,  sedangkan
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Tergugat,  saksi  tidak  mengetahui  tinggal  dimana.  Pisah  rumahnya

sejak Maret atau April 2024;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  seorang  anak,

bernama Nala. Lahir tahun 2017;

- Bahwa anak tersbeut tinggal di Jawa Tengah dengan neneknya;

- Bahwa  Penggugat  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya.  Bekerja

untuk anaknya. Tidak pernah KDRT kepada anaknya;

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat.  Saksi mengetahui  dari

cerita Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat tidak dinafkahi;

- Bahwa Tergugat  bekerja  sebagai  dokter  swasta,  namun saksi  tidak

mengetahui penghasilannya;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  pekerjaan  Tergugat  lainnya  selain

dokter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan nafkah dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat menafkahi anaknya sejumlah Rp1.200.000,-

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;

- Bahwa  Penggugat  pernah  minjam mobil  saksi  di  bulan  Juni  2024,

katanya untuk mergoki Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai agency dan café;

- Bahwa jam kerja  agency fleksibel,  sedangkan di  Café,  sampai  jam

01.00;

- Bahwa Tergugat mengetahui aktifitas kinerja Penggugat, waktu akur,

Tergugat jemput;

- Bahwa rumah di LIPPO, rumah mertua, sedangkan yang Jababeka,

diusahakan setelah perkawinan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada usaha Café;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika akad nikah, Penggugat

dalam keadaan hamil atau tidak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir di tahun 2017;

- Bahwa saksi pernah melihat handphone yang rusak akibat bantingan;
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- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mengkonfimasi  kepada  Tergugat  perihal

Chat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  3216080301890009,  tanggal  27

Januari  2023,  atas  nama  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang  dicatat  dan

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai

cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1/PR.1 dan

diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/034/V/2017, tanggal  22 Mei

2017,  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngaringan, Kabupaten

Grobogan,  telah  bermeterai  cukup dan dinazegelen, yang oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda T.2/PR.2 dan diparaf;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor:  010/SDM/VI/24,  tanggal  12  Juni

2024,  atas  nama  dr.  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani  oleh Koord. SDM & Umum Klinik Pratama Rawat Inap

Sritina,  Kabupaten  Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,

yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi

tanggal, diberi tanda T.3/PR.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Rekap Gaji Dokter Risa Periode 06 April s.d. 05 Mei 2024, atas

nama dr. Risa Eka Nanda Putra, yang dikeluarkan dan ditandatangani

oleh  Penanggung  Jawab  Klinik  Sritina,  Kabupaten  Bekasi,  telah

bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

T.4/PR.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Rekap Gaji Dokter Risa Periode 06 Juni s.d. 05 Juli 2024, atas

nama dr. Risa Eka Nanda Putra, yang dikeluarkan dan ditandatangani

oleh  Penanggung  Jawab  Klinik  Sritina,  Kabupaten  Bekasi,  telah

bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah
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dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

T.5/PR.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Rekap Gaji Dokter Risa Periode 06 Juli s.d. 05 Agustus 2024

atas  nama  dr.  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Klinik  Sritina,  Kabupaten

Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda T.6/PR.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Rekap Gaji Dokter Risa Periode 06 Agustus s.d. 05 September

2024  atas  nama  dr.  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Klinik  Sritina,  Kabupaten

Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda T.7/PR.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Rekap Gaji Dokter Risa Periode 06 September s.d. 05 Oktober

2024  atas  nama  dr.  Risa  Eka  Nanda  Putra,  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani  oleh  Penanggung  Jawab  Klinik  Sritina,  Kabupaten

Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  yang  oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda T.8/PR.8 dan diparaf;

9. Print  Out  tangkapan layar  ulasan google,  telah bermeterai  cukup dan

dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda T.9/PR.9 dan diparaf;

10. Print Out ulasan google, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi

tanggal, diberi tanda T.10/PR.10 dan diparaf;

11. Print Out ulasan google, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi

tanggal, diberi tanda T.11/PR.11 dan diparaf;

12. Print Out ulasan google, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi

tanggal, diberi tanda T.12/PR.12 dan diparaf;

13. Print Out tangkapan layar chat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen,

diberi tanggal, diberi tanda T.13/PR.13 dan diparaf;

14. Fotokopi  Surat  Pengunduran Diri,  tanggal  22 Juli  2024 atas nama dr.

Risa Eka Nanda Putra, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang
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oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,

diberi tanggal, diberi tanda T.14/PR.14 dan diparaf;

15. Fotokopi  Surat  Keterangan  Kerja  Nomor:  088/SU-ISY/DIREKSI-

UMUM/VI/2024,  tanggal  21  Agustus  2024,  atas  nama  dr.  Risa  Eka

Nanda Putra,  yang dikeluarkan dan ditandatangani  oleh Direksi  Klinik

Pratama  Isykarima,  Kabupaten  Bekasi,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen,  yang oleh  Ketua Majelis  tidak  dapat  dicocokkan dengan

aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.15/PR.15 dan diparaf;

16. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda T.16/PR.16 dan diparaf;

17. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda T.17/PR.17 dan diparaf;

18. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda T.18/PR.18 dan diparaf;

19. Print  Out  tangkapan  layar  Aplikasi  Livin,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda T.19/PR.19 dan diparaf;

20. Print  Out  tangkapan layar  Aplikasi  m-transfer,  telah  bermeterai  cukup

dan dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda T.20/PR.20 dan diparaf;

21. Print  Out  tangkapan layar  Aplikasi  m-transfer,  telah  bermeterai  cukup

dan dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda T.21/PR.21 dan diparaf;

22. Print  Out  tangkapan  layar  transfer  BCA,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda T.22/PR.22 dan diparaf;

23. Print  Out  tangkapan  layar  transfer  BCA,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen, diberi tanggal, diberi tanda T.23/PR.23 dan diparaf;

24. Print Out foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanggal,

diberi tanda T.24/PR.24 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. drg. Ary Susanti, umur 61 tahun, agama Katholik, pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Jalan Pasuruan No.21 Taman Menteng LC, RT.03 RW.09, Desa

Cibatu,  Kecamatan  Cikarang  Selatan,  Kabupaten  Bekasi,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
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- Bahwa saksi  mengenal  Tergugat  dan  Penggugat.  Saksi  adalah  ibu

kandung Tergugat;

- Bahwa nama istri Tergugat, Wanti Nur Cahyani, menikah pada tanggal

22 Mei 2017, di Belok, Jawa Tengah;

- Bahwa  setelah  menikah,  Tergugat  dan  Penggugat  tinggal  di

Semarang, terakhir tinggal bersama di rumah saksi, di Lemah Abang;

- Bahwa rumah tangga mereka sering terjadi  keributan, saksi  melihat

sendiri keributan tersebut ketika dua tahun mereka tinggal di rumah

saksi;

- Bahwa saksi telah menasehati mereka berdua;

- Bahwa sebab  keributan  tersebut  ialah  karena  Penggugat  dianggap

merendahkan,  tidak  menghargai  suami,  dan  kadang  pulang  malam

tanpa alasan;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  memperbaiki  kembali  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah ada seorang

anak, yang kini tinggal dengan orang tuanya Penggugat;

- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai dokter;

- Bahwa Tergugat punya usaha bersama di Jababeka Boulevard, café.

Merintis usaha, belum ada keuntungan;

- Bahwa  Tergugat  sebelumnya  bekerja  di  beberapa  tempat,  namun

karena keributan tersebut, dan Penggugat menjelek-jelekkan Tergugat

di media sosial, sehingga menghancurkan pekerjaan Tergugat;

- Bahwa gaji bulanan Tergugat dalam rentang 3 juta-4 juta;

- Bahwa saksi membaca tangkapan layar yang isinya menjelek-jelekkan

Tergugat;

- Bahwa kini  Tergugat  tinggal  di  rumah saksi,  sedangkan Penggugat

tinggal di apartemen Meikarta;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari  enam

bulan;

- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya;
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- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 15

Mei  2024,  di  Jafpa  Residence.  Rumah  yang  dibeli  Tergugat  untuk

keluarga;

- Bahwa Tergugat menafkahi keluarganya, walau tinggal di rumah saksi,

tetapi  mereka  terpisah  dengan  saksi  dalam  pengelolaan  rumah

tangga;

- Bahwa  saksi  membaca  sendiri  ulasan  di  google  tersebut,  yang

menjelek-jelekkan Tergugat;

- Bahwa  Tergugat  bekerja  di  Klinik  “Isykarima”  dan  “Sritina”.  Di

Isykarima, berhenti,  sekarang hanya bekerja di  Sritina, tempat saksi

bekerja;

- Bahwa bukti T.4/PR.4-T.8/PR.8 tersebut benar, gaji Tergugat di Klinik

Sritina;

- Bahwa saksi mengetahui sosk yang ada di bukti T.24/PR.24, yang satu

adalah Penggugat, sementara satu lagi saksi tidak kenal dengan laki-

laki tersebut, namun mengetahui, namanya mr. Kim, orang dekatnya

Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja di hari Minggu full 24 jam bekerja, sedangkan

di hari Sabtu 12 jam. Kadang mengganti dokter yang tidak jaga;

- Bahwa beda praktek antara kerja PNS dengan dokter;

- Bahwa sekarang Tergugat hanya bekerja di satu tempat praktek;

- Bahwa  Tergugat  menafkahi  anaknya  sejumlah  Rp1.200.000,-  per

bulan;

2. Rosdita  Yohana  Purba,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Jalan  Cisadane  3  No.27  TM

Cibodas Lippo Ckr,  RT.01 RW.17,  Desa  Cibatu,  Kecamatan  Cikarang

Selatan,  Kabupaten  Bekasi,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dari penuturan ibu kandungnya;

- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat terkait rumah tangganya;
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  Tergugat  di

Menteng, sedangkan Penggugat di apartemen di Meikarta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh)

bulan. Penggugat pergi terlebih dahulu;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan orang

tua Penggugat, namanya Nala;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah dokter umum;

- Bahwa Tergugat tidak ada jabatanya;

- Bahwa gaji Tergugat berkisar antara 3-4 juta, saksi mengetahui karena

saksi diberi tahu;

- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan lain;

- Bahwa dahulu  Tergugat  bekerja  di  dua  klinik,  sekarang  satu  klinik,

sejak 4 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan Tergugat kasih nafkah berapa untuk

istrinya;

- Bahwa saksi  tidak  sanggup memperbaiki  rumah tangga Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;

- Bahwa saksi menghitung rentang menikah dengan lahirnya anak, tidak

biasa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan

alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke

muka sidang tersebut;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  masing-masing  telah  menyampaikan

Kesimpulannya secara  tertulis  secara  elektronik  pada tanggal  10  Desember

2024;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi non kompetensi

dengan  petitum  agar  gugatan  Penggugat  dinyatakan  ditolak  atu  setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang,  bahwa  dalam  eksepsinya,  Tergugat  menyatakan: gugatan

Penggugat  sangat  mengada-ngada  dan  mendramatisir  suatu  keadaan  yang

sebenarnya tidak dialami  oleh rumah tangga antara keduanya, percekcokan

sebagaimana  yang  didalilkan,  pemicunya  adalah  kesalahan  yang  dibuat

Penggugat sendiri, karena qualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada

Tergugat,  maka  mana  mungkin  putusan  akan  didasarkan  pada  yang  telah

memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil  eksepsi  Tergugat

dengan menyatakan: eksepsi Tergugat ini mengenai pokok perkara sehingga

terlalu dini untuk menyimpulkan dan menghakimi Penggugat sebelum diperiksa

keseluruhan persidangan, dan mendengarkan kedua belah pihak, dan bahwa

daya  ikat  suatu  putusan  adalah  kedua  belah  pihak,  dan  bagaimana  tujuan

hukum yang tercermin itu bagian dari pertimbangan hukum hakim yang tidak

terpisahkan dalam putusan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Eksepsi  tersebut,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  secara  seksama  gugatan

Penggugat,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  yang  diadili  dalam  suatu

sengketa perkawinan ialah tentang bagaimana kondisi rumah tangga, apakah

telah terindikasi broken marriage atau tidak, dengan indikator antara lain: sudah

ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik

antara suami istri;  salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadinya pisah ranjang/ tempat tinggal

bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide SEMA Nomor 4

Tahun 2014- Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-4);

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  eksepsi

Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dinyatakan ditolak;
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Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili

Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

sebagai  pihak dalam perkara ini  (persona standi  in  judicio) dan mempunyai

kualitas  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam  sengketa  bidang  perkawinan,

sebagaimana  diatur  dalam Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan dengan didampingi oleh

kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 serta Pasal  143 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim telah
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berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar

dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang

berperkara untuk menempuh mediasi,  dan untuk keperluan itu Ketua Majelis

telah menunjuk A. Djudaeri Rawiyan, SH selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Mediasi  dari  mediator

tersebut  tanggal  08  Oktober  2024  yang  pada  pokoknya  menyatakan  upaya

mediasi dalam perkara ini tidak berhasil. Penggugat tetap dengan gugatannya,

dan Tergugat keberatan cerai;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  menelisik  secara  seksama

gugatan Penggugat mencakup dua bagian. Pertama, pokok perkara mengenai

gugat cerai. Kedua, hal ihwal assesoir yang dikumulasikan dengan gugat cerai

tersebut;

Tentang Cerai Gugat 

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  gugatan  perceraian  karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

memenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Rumah  tangga  sudah  tidak

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

rukun  kembali.  (3)  Pengadilan  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun  tidak
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berhasil;

Menimbang,  bahwa dari  proses jawab  menjawab yang  telah  dilakukan

oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil

Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat secara murni, adapun hal

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar  Penggugat  merupakan  istri  sah  Tergugat  berdasarkan  Akta

Nikah Nomor: 0149/034/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa benar dalil gugatan angka 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu),

dengan dasar gugatan yang harus sesuai  dengan fakta yang sebenarnya

(Ikatan  perkawinan  sudah  sulit  dibina  sebagaimana  maksud  dan  tujuan

suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena  perceraian,  serta

dalam perkara perceraian asas yang dipakai adalah broken marriage bukan

matrimonial guilt);

3. Bahwa benar Tergugat adalah seorang dokter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan beban

pembuktian  secara  proporsional,  sebagai  pengembangan  pedoman  umum

yang digariskan Pasal 163 HIR.  jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dengan alasan

karena dalam bantahannya Tergugat  mengajukan dalil  baru,  dimana kepada

kedua belah pihak diletakkan beban pembuktian. Kepada Penggugat dibebani

untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  demikian  pula  halnya  terhadap

Tergugat, dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  dan

jawaban  rekonvensinya,  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  surat:  P.1/TR.1-

P.25/TR.25, dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  bukti  P.1/TR.1-P.5/TR.5,

P.7/TR.7, dan P.20/TR.20, termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana

dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdata, bernilai bukti sempurna

dan mengikat, bukti P.13/TR.13-P.17/TR.17, termasuk ke dalam jenis Akta Di

Bawah  Tangan,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  168 HIR  jo.  Pasal  1874

KUHPerdata, bernilai  bukti  permulaan,  bukti  P.18/TR.18-P.19/TR.19,  dan

P.23/TR.23 termasuk ke dalam akta lainnya, sedangkan selainnya termasuk ke

dalam bukti  elektronik,  yang  mana  P.1/TR.1-P.4/TR.4,  P.7/TR.7,  P.14/TR.14,
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P.16/TR.16,  dan  P.20/TR.20,  dapat  dicocokkan  dengan  aslinya,  sedangkan

sisanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. P.1/TR.1-P.25/TR.25 tersebut,

kecuali P.22/TR.22 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1), ayat  (2) dan Pasal

44 huruf  b Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan

Transaksi  Elektronik  sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh Undang-Undang

Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11

Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, informasi  elektronik

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan

dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

Indonesia.  Informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  menjadi  alat  bukti

elektronik  (digital  evidence),  sedangkan hasil  cetak  dari  Informasi  Elektronik

dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE,

yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat

yang  menurut  perundang-undangan  harus  dalam  bentuk  tertulis.

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE,

yang  pada  intinya  informasi  dan  dokumen  elektronik  harus  dapat  dijamin

keotentikannya,  keutuhannya,  dan  ketersediaanya.  Untuk  menjamin

terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan

digital forensik;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  pihak pengaju

haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk

memastikan  bahwa  suatu  sistem  elektronik  telah  dapat  melindungi

ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi

elektronik  tersebut,  disamping  cara  mendapatkannya  harus  sesuai  hukum,

maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat  bukti  elektronik, yang

diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga

alat  bukti  tersebut  tidak  akan  dipertimbangkan  lebih  lanjut,  dan

dikesampingkan;
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Menimbang,  bahwa saksi  Penggugat  telah  memenuhi  syarat  formilnya,

sebagaimana  ketentuan  Pasal  144,145  dan  Pasal  147  HIR  jis.  Pasal  76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  sedangkan  mengenai

syarat materilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 170-171 HIR;

Menimbang,  bahwa Tergugat,  dalam kesimpulannya,  telah  menanggapi

pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dari  pembuktian surat Penggugat,  dapat ditemukan

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Wanti Nur Cahyani, anak kandung Sunardi dan

Evi Mulyati (P.1/TR.1 dan P.20/TR.20);

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  22  Mei  2017

(P.2/TR.2);

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

yang bernama Naladhipa Romesa Farzana (P.3/TR.3-P.5/TR.5);

4. Bahwa  Penggugat  didiagnosa  mengidap  penyakit  Ovarium  D,  operasi

SIMPLE CYST (P.7/TR.7);

5. Bahwa Tergugat bekerja di Klinik Sritina dan Klinik Isykarima (P.14/TR.14-

P.15/TR.15);

6. Bahwa pendapatan Tergugat di Klinik Sritina bulan Maret 2024 berjumlah

Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan di Klinik Isykarima bulan Mei

2024 berjumlah Rp9.809.442,- (sembilan juta delapan ratus sembilan ribu

empat ratus empat puluh dua rupiah) (P.16/TR.16-P.17/TR.17);

Menimbang, bahwa dari  pembuktian saksi Penggugat,  dapat ditemukan

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  tempat  tinggal  bersama  terakhir  Penggugat  dan  Tergugat  di

Jababeka;

2. Bahwa  Penggugat  mengajukan  perceraian  dengan  Tergugat,  dengan

alasan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat dengan sebab dugaan perselingkuhan;

3. Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
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4. Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2024;

6. Bahwa  keluarga  tidak  sanggup  untuk  memperbaiki  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat, lebih baik pisah saja;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah KDRT terhadap anak kandungnya;

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;

9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter swasta;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  bantahannya

dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat: T.1/PR.1-

T.24/PR.24, dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim menilai  bukti  T.1/PR.1  dan T.2/PR.2

termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo.

Pasal  1868  KUHPerdata,  bukti  T.3/PR.3-T.8/PR.8,  T.14/PR.14-T.15/PR.15,

termasuk ke dalam jenis Akta Di Bawah Tangan, sebagaimana dimaksud Pasal

168 HIR  jo.  Pasal  1874  KUHPerdata, bernilai  bukti  permulaan,  sedangkan

selainnya termasuk ke dalam bukti  elektronik,  yang mana T.1/PR.1-T.2/PR.2,

T.4/PR.4-T.8/PR.8,  dan  T.14/PR.14,  dapat  dicocokkan  dengan  aslinya,

sedangkan  sisanya  tidak  dapat  dicocokkan  dengan  aslinya.  T.1/PR.1-

T.24/PR.24  tersebut,  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti  elektronik Tergugat, dipertimbangkan

sebagaimana pembuktian untuk bukti elektronik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam kesimpulannya, telah menanggapi

pembuktian Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dari  pembuktian  surat  Tergugat,  dapat  ditemukan

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bernama Risa Esa Nanda Putra (T.1/RR.1);

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  22  Mei  2017

(T.2/PR.2);

3. Bahwa Tergugat bekerja di Klinik Sritina (T.3/PR.3);
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4. Bahwa  pendapatan  Tergugat  di  Klinik  Sritina  antara  bulan  April  2024-

Oktober 2024 dalam kisaran jumlah Rp3.310.000-Rp4.928.000,- (T.4/PR.4-

T.8/PR.8);

5. Bahwa  Tergugat  mengajukan  pengunduran  diri  dari  Klinik  Isykarima

(T.14/PR.14- T.15/PR.15);

Menimbang,  bahwa  dari  pembuktian  saksi  Tergugat,  dapat  ditemukan

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;

2. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi keributan;

3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dinasehati;

4. Bahwa sebab keributan tersebut ialah karena Penggugat dianggap kurang

bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

5. Bahwa saksi tidak sanggup memperbaiki kembali rumah tangga Tergugat

dan Penggugat;

6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah ada seorang anak,

yang kini tinggal dengan orang tuanya Penggugat;

7. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai dokter;

8. Bahwa Tergugat punya usaha di Jababeka Boulevard;

9. Bahwa gaji bulanan Tergugat dalam rentang 3 juta-4 juta;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari enam bulan;

11. Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  bukti  lawan  (tegen  bewijs)

Tergugat, tidak dapat melumpuhkan pembuktian dari Penggugat tentang kondisi

rumah tangga Penggugat dan Tergugat  yang telah tidak baik,  bahkan justru

menguatkan  dalil  Penggugat  tentang  telah  tidak  rukunnya  dan  tidak

harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan

pertengkaran yang  terus-menerus  yang diikuti  pisah  rumah lebih  dari  enam

bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat  sebagai  istri,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa perceraian

merupakan  pintu  darurat  untuk  menyelesaikan  konflik  dalam sebuah  ikatan

pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam  keadaan
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terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  telah

membatasi  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan  perceraian  kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jis. Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  ada  alasan  perceraian

sebagaimana  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  Islam  dan  atau  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat

telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi melihat

mendengar  sendiri  perselisihdan  dan  pertengkaran  tersebut,  bahkan  sering

mendapat pengaduan perihal kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan-keterangan  para  Saksi  tersebut,

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari

enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah  tempat  tinggal,  hal  tersebut  telah  menunjukan  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami
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istri,  dan  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yaitu

memerintahkan suami  istri  agar  hidup pada tempat  kediaman bersama dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat

dibenarkan  oleh  hukum.  Disamping  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  lama

pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  termasuk  kategori  cukup  lama  dan

keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i’tikad baik dari kedua belah

pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja

dapat  segera  terselesaikan,  namun  hal  tersebut  tidak  terjadi  pada  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  menjadikan  permasalahan  dalam

rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai  tanda keutuhan suami  istri,

oleh  karena  itu  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  pernikahan,  agar

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan

dengan  pola  hidup  berpisah.  Disamping  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  dibangun,  padahal  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

yang  baik,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  antara  suami  dan  istri

tersebut;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung,  Majelis

Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian  dengan  memberi  nasihat  kepada

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun

Penggugat  tetap  dengan  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat.  Hal

tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat  tidak ingin meneruskan rumah

tangga dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  juga

mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat  dan Tergugat tersebut

masih  dapat  dipertahankan  atau  tidak,  karenanya  apabila  selama  proses
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persidangan  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  lagi

meneruskan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  pasangannya,  maka  apabila

rumah  tangga  tersebut  dipaksakan,  akan  sulit  untuk  mencapai  visi  misi

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  wa  rahmah,  karena

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Penggugat  tidak  ingin

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  tujuan  adanya

pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

dihubungkan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

tanggal  17  Maret  1999  Nomor  237/K/AG/1998  yang  mengandung  abstrak

hukum,  bahwa  berselisih,  cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam satu  tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  alasan  perceraian  karena

perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima

setelah  Pengadilan  mengetahui  secara  jelas  mengenai  sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  itu.  Berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  Hakim

menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat adalah dugaan adanya pihak ketiga; 

Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  sudah  sepatutnya  kemudhorotan  tersebut
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dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

ahli  hukum Islam dalam kitab  Madza  Hurriyat Azzauzaini  Fii  Athalaq,  Juz 1,

halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang

berbunyisebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi
nasehat perdamaian dan hubungan suami istri  menjadi tanpa ruh
(hampa)  sebab  dengan  meneruskan  perkawinan  berarti
menghukum  salah  satu  suami  isteri  dengan  penjara  yang
berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah  pecah/retak)  bisa

menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi  semua  pihak  dan

kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hakim  menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkanya  sebuah  perceraian

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;
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Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

usaha perdamaian sesuai  dengan Pasal  130 HIR dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan,  dan usaha

damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1)

dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan

Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya

Penggugat,  dikabulkan dengan redaksi  sebagaimana tertuang dalam diktum

putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang

diajukan  oleh  istri  ke  Pengadilan  Agama,  maka  dengan  pertimbangan-

pertimbangan  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  bain

shughra  dari  Tergugat  (dr.  Risa  Eka  Nanda  Putra  bin  Suroso)  terhadap

Penggugat  (Wanti  Nur  Cahyani  binti  Sunardi),  dimana  perceraian  antara

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama,

sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut:
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Artinya: Apabila  gugatan  istri  di  depan  hakim  telah  terbukti  berdasarkan
keterangan bukti  dari  istri  atau karena telah ada pengakuan dari
suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya
sudah  tidak  bisa  didamaikan  lagi,  maka  hakim  wajib
menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Tentang  Hal  Ihwal  Assesoir  Yang  Dikumulasikan  Dengan  Gugat  Cerai

Tersebut 

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam bagian pertama: “Tentang

Cerai Gugat”, diadopsi untuk pertimbangan dalam bagian kedua ini;

Menimbang,  bahwa  selain  mengajukan  Cerai  Gugat,  Penggugat  pun

mengajukan hal ihwal lainnya terkait dengan peceraian, yaitu: hak hadhanah,

nafkah lampau (madhiyah), mut’ah, nafkah iddah, eksekusi kewajiban sebelum

pengambilan  Akta  Cerai,  nafkah  hadhanah,  pernyataan  tidak  membayar

kewajiban sebagai hutang, serta dwangsom; 

Hak Hadhanah

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya,  Penggugat  selaku ibu kandung

menuntut untuk diberikan hak asuh dari anak yang bernama Naladhipa Romesa

Farzana, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 10 Desember 2017, atau

berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang,  bahwa dalam jawabannya,  Tergugat  menyatakan:  “Bahwa

perlu Tergugat sampaikan pada saat pernikahan berlangsung tanggal 22 Mei

2017 Penggugat telah hamil selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, hal

mana kelahiran anak perempuan yang bernama Naladhipa Romesa Farzana (6

tahun) lahir pada tanggal 10 Desember 2017 atau 6,5 (enam setengah) bulan

setelah terjadinya pernikahan” (vide posita 5 Jawaban Tergugat);
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  bukti  lawan  (tegen  bewijs)

Tergugat,  tidak  dapat  melumpuhkan  pembuktian  Penggugat  tentang

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan

yang bernama Naladhipa Romesa Farzana, lahir tanggal 10 Desember 2017

(umur  7  tahun),  tinggal  bersama  keluarga  Penggugat,  dan  dalam  keadaan

sehat walafiyat;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Anak yang sah adalah:

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri

tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya;  

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak

pemeliharaanya;  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  SEMA Nomor  1  Tahun  2017,  bahwa

dalam  amar  penetapan  hak  asuh  anak  (hadhanah)  harus  mencantumkan

kewajiban pemegang hak hadhanah memberi  akses kepada orang tua yang

tidak memegang  hak  hadhanah  untuk  bertemu dengan  anaknya.  Hal  mana

tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, Majelis

Hakim menyimpulkan Penggugat  telah dapat  membuktikan dalil  gugatannya,

oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 (tiga), dikabulkan,

dengan  tambahan  redaksi:  “dengan kewajiban  pemegang  hak  hadhanah

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk

bertemu dengan anaknya”;

Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya,  Penggugat  menuntut  Tergugat
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untuk  memberikan  nafkah  lampau  (madhiyah)  dari  bulan  Mei  2017  s.d.

pengajuan  gugatan,  berupa  uang  sejumlah  Rp100.000.000,-  (seratus  juta

rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan: menolak

dalil Penggugat dengan argumentasi:  pertama, Tergugat sebagai Suami telah

melakukan kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga sesuai

kemampuan,  kedua,  sejak  awal  menikah  seluruh  penghasilan  Tergugat

dipergunakan  untuk  kepentingan  rumah  tangga,  ketiga,  sisa  hasil  usaha

Romesa Coffé dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat, dan sejak

puncak pertengkaran, usaha tersebut diambil alih dan dikelola oleh Penggugat

sendiri  sampai  dengan  sekarang.  Keempat,  tidak  pernah  ada  perjanjian

perkawinan  yang  mengharuskan  Tergugat  memberi  nafkah  Rp10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang,  bahwa dari  proses jawab  menjawab yang  telah  dilakukan

oleh  Penggugat  dan  Tergugat,  dihubungkan  dengan  saksi-saksi  Penggugat,

Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dapat menguatkan bantahannya:

Tergugat  menafkahi  rumah  tangganya,  hal  mana  bila  dihubungkan  dengan

saksi pertama Penggugat, yang mana pernah tinggal bersama Penggugat dan

Tergugat, dalam keterangannya: “Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama

pisah,  saksi  mengetahui  itu  dari  cerita  Penggugat.  Untuk  anak,  masih

menafkahi, Rp.1.200.000,-. Mengetahui hal tersebut dari percakapan di WAG”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, lembaga nafkah suami

bersifat  timbal-balik  -hak-kewajiban-,  kewajiban  suami  ada  ketika  hak

didapatkan,  dalam  kondisi  pisah  rumah,  hak  dan  kewajiban  tersebut  tidak

didapatkan dan tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, Majelis

Hakim  menyimpulkan  Tergugat  telah  dapat  membuktikan  dalil  bantahannya,

oleh  karena itu  petitum gugatan Penggugat  pada Nomor  4  (empat)  huruf  i,

ditolak;

Mut’ah

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya,  Penggugat  menuntut  Tergugat

untuk memberikan mut’ah, berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas
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juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan: menolak

dengan tegas dalil Penggugat, karena tuntutan nafkah mut’ah dan Iddah hanya

dapat diberikan kepada bekas istri yang taat dan patuh kepada suami salama

masa perkawinan sesuai dengan batas kemampuan bekas suaminya, berbeda

hal nya dengan Penggugat dimana selama masa perkawinan tidak pernah taat

dan  patuh  kepada  suami  bahkan  Penggugat  tidak  menjaga  kehormatan

Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa dalam sub gugatan ini,  Majelis Hakim berpendapat

untuk  menerapkan  beban  pembuktian  (burden of  proof)  kepada  Tergugat,

dengan argumentasi,  membuktikan hal  positif  lebih  mudah dibandingkan hal

yang negatif;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

menyatakan:  “Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami

wajib: memberikan mut’ah yang layak, nafkah selama iddah, melunasi mahar

yang terutang, serta memberikan nafkah hadhanah”;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama -16,

yang menetapkan bahwa penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah

anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami  dan kepatutan,  seperti

lamanya masa perkawinan, besaran take-home pay suami;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  SEMA Nomor  3  Tahun  2018  Kamar

Agama–III.A-2 yang menetapkan bahwa hakim dalam menetapkan madhiyah,

nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan

dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta

kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan

besaran  paenghasilan  Tergugat,  yang  mana  bila  dihubungkan  dengan  bukti

T.4/PR.4-T.8/PR.8,  dapat  disimpulkan  bahwa  penghasilan  bulanan  Tergugat

dalam kisaran jumlah Rp3.310.000-Rp4.928.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, Majelis

Hakim  menyimpulkan  Tergugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil  bantahannya,
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oleh karena itu  petitum gugatan Penggugat  pada Nomor 4 (empat)  huruf  ii,

dikabulkan  dengan  menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  mut’ah  dalam

bentuk dan jumlah sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan

dalam  sub  gugatan  “Nafkah  Mut’ah”  secara  mutatis  mutandis,  menjadi

pertimbangan dalam sub ini;

Menimbang,  bahwa  Pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan:

“Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib:

memberikan mut’ah yang layak, nafkah selama iddah, melunasi mahar yang

terutang, serta memberikan nafkah hadhanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim  menyimpulkan  Tergugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil  bantahannya,

oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada Nomor 4 (empat) huruf iii,

dikabulkan  dengan  menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  iddah  dengan

jumlah sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Eksekusi Kewajiban Sebelum Pengambilan Akta Cerai

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran

kewajiban Tergugat a quo dilakukan sebelum mengambil akte cerai;

Menimbang,  bahwa dalam jawabannya,  Tergugat  tidak menanggapi  hal

tersebut;

Menimbang, bahwa SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama-

C.1.b menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017

tentang  Pedoman  Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  untuk

memberi  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian,

maka  amar  pembayaran  kewajiban  suami  terhadap  istri  pasca  perceraian

dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...

yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar

tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat berdasar hukum, oleh karena

itu petitum gugatan Penggugat pada Nomor 5 (lima), dikabulkan;
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Nafkah Hadhanah

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya,  Penggugat  selaku ibu kandung

menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah anak yang bernama,

Naladhipa Romesa Farzana, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 10

Desember 2017, atau berumur 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh

juta rupiah)/ bulan dengan penambahan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan:  pertama,

tuntutan  Penggugat  mengada-ada,  keliru  dan  tidak  tepat,  karena  saat  ini

Tergugat  hanya  mempunyai  penghasilan  Rp3.000.000.-  (tiga  juta  rupiah)

sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).  Kedua, Naladhipa Romesa

Farzana (6 tahun) merupakan anak diluar nikah, karena dilahirkan 6.5 (enam

setengah)  bulan  sejak  melangsungkan  pernikahan,  sehingga  tidak  ada

kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan tututan

Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan

dalam  sub  gugatan  “Hak  Hadhanah”  dan  “Nafkah  Mut’ah”  secara  mutatis

mutandis, menjadi pertimbangan dalam sub ini;

Menimbang,  bahwa Pasal  41  huruf  b  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan:  Akibat  putusnya  perkawinan  karena

perceraian ialah: Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;   

Menimbang,  bahwa  Pasal  105  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum Islam yang

menyatakan:  Dalam hal terjadinya peceraian: Biaya pemeliharaan ditanggung

oleh ayahnya;  

Menimbang,  bahwa  Pasal  156  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan:  Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian ialah: d)

semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
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Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dinyatakan

bahwa: “amar mengenai pembebanan nafkah anak, hendaknya diikuti dengan

penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan,

di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan”  jo.  Peraturan  Menteri  Keuangan

Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/ 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun

2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, Majelis

Hakim menyimpulkan Penggugat  telah dapat  membuktikan dalil  gugatannya,

oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada Nomor 6 (enam), dikabulkan,

dengan  jumlah  dan  penambahan  persentase  sebagaimana  tertuang  dalam

diktum putusan ini;

Pernyataan Tidak Membayar Kewajiban Sebagai Hutang

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya,  Penggugat  menuntut  apabila

Tergugat  tidak  membayarkan  kewajibannya,  dianggap  sebagai  hutang  yang

dapat ditagih;

Menimbang,  bahwa dalam jawabannya,  Tergugat  tidak menanggapi  hal

tersebut;

Menimbang,  bahwa SEMA No.  3  Tahun 2015-Rumusan Hukum Kamar

Agama–11 menyatakan: Nafkah Anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi

amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan

atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memahami  SEMA tersebut  dengan

pemaknaan sebagai lembaga hutang, dus secara a contrario, kewajiban selain

nafkah hadhanah merupakan hutang yang dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat berdasar hukum, oleh karena

itu  petitum  gugatan  Penggugat  pada  Nomor  7  (tujuh),  dikabulkan,  dalam

konteks perkara a quo, yaitu mut’ah dan nafkah selama iddah;

Dwangsom

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya,  Penggugat  menuntut  Tergugat

untuk  membayar  uang  dwangsom  atas  keterlambatan  pembayaran  senilai

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
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Menimbang,  bahwa dalam jawabannya,  Tergugat  tidak menanggapi  hal

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a dan 606b Rechtsverordening

(RV),  Majelis  Hakim  dengan  merujuk  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.

791K/Sip/1972  tanggal  26  Februari  1973,  berpendapat  kriteria  untuk

pelaksanaan dwangsom tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh

karena itu petitum gugatan Penggugat pada Nomor 8 (delapan), ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,

maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain

dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi non

kompetensi dengan petitum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang,  bahwa  dalam eksepsinya,  Tergugat  menyatakan:  identitas

dan  hubungan  hukum  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat  Rekonvensi

sebagai  syarat  formil  suatu  gugatan  tidak  dijelaskan  sehingga  membuat

gugatan kabur (obscuur libel) dan cacat formil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonvensi  telah  membantah  dalil

eksepsi  Tergugat  Rekonvensi  dengan menyatakan:  gugatan masih dalam

satu  kesatuan  dengan  gugatan  pokok,  termasuk  identitas  dan

hubungan hukumnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Eksepsi  tersebut,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  secara  seksama  gugatan

Penggugat  Rekonvensi,  Majelis  Hakim berpendapat  identitas  dan  hubungan

hukum  antara  Penggugat  Rekonvensi  dengan  Tergugat  Rekonvensi  telah

terang  dan  jelas  sebagaimana  didalilkan  dalam  posita  1  (satu)  gugatan

rekonvensi, yang merupakan satu kesatuan utuh dengan jawaban konvensinya;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  eksepsi

Tergugat  Rekonvensi  tidak  berdasarkan  hukum,  oleh  karena  itu  dinyatakan

ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa gugatan Penggugat  Rekonvensi  adalah bermaksud

dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi  quad-non,

berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang,  bahwa  dari  segi  pengajuannya,  gugatan  Penggugat

Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245

Rv,  oleh  karenanya  dapat  dipertimbangkan.  Selain  dari  pada  itu  antara

permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang

erat (innerlijke samenhaang), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan

satu putusan,  salah satu di  antara alasannya ialah untuk menerapkan asas

peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  sebagaimana ketentuan

dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 57

Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  baliknya,  Penggugat  Rekonvensi

menuntut:  Pertama,  menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  Rekonvensi

dengan Tergugat Rekonvensi  putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya.  Kedua,  menyatakan  Penggugat  Rekonvensi  tidak  mempunyai

kewajiban  untuk  membayar  nafkah  iddah  maupun  nafkah  mut’ah  kepada

Tergugat  Rekonvensi.  Ketiga,  menyatakan  anak  perempuan  yang  bernama

Naladhipa  Romesa  Farzana  (6  tahun)  merupakan  anak  di  luar  Perkawinan

antara  Penggugat  Rekonvensi  dengan  Tergugat  Rekonvensi.  Keempat,

menyatakan  Penggugat  Rekonvensi  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk

memberikan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi.  Kelima,  menyatakan

Penggugat Rekonvensi  telah melakukan kewajibannya sebagai  suami  dalam

memberikan  nafkah  kepada  Tergugat  Rekonvensi  dan  tidak  mempunyai

kewajiban  untuk  membayar  Nafkah  Lampau  (nafkah  madhiyah)  kepada
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Tergugat  Rekonvensi,  dan  keenam,  menghukum Tergugat  Rekonvensi  untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukumnya;;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  membaca  secara  seksama

gugatan  Penggugat  Rekonvensi,  ternyata  substansi  gugatan  rekonvensi

tersebut  seluruhnya  telah  dipertimbangan  dalam  bagian  “Dalam  Konvensi”,

maka  dengan  mengadopsi  dan  mengkontruksi  dari  lembaga  nebis  in  idem,

untuk  tidak  mengadili  perkara  yang  telah  dipertimbangkan,  walau  belum

berkekuatan  hukum  tetap,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  Rekonvensi

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa  segala  sesuatu,  baik  posita,  petitum,  maupun  alat

bukti  yang  tidak  dipertimbangkan,  harus  dinyatakan  tidak  relevan,  dan

dikesampingkan;

Mengingat  segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

 Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.  Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat dr. Risa Esa Nanda Putra

bin Suroso kepada Penggugat Wanti Nur Cahyani binti Sunardi; 

3.  Menyatakan  hak  asuh  anak  perempuan  bernama  Naladhipa  Romesa

Farzana (7 tahun) untuk diberikan kepada Penggugat,  dengan kewajiban

pemegang  hak  hadhanah  memberi  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak

memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;  
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4.  Munghukum Tergugat  untuk  memberikan Mut'ah  dan Nafkah Iddah total

Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

i. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 

ii. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5.  Menyatakan  pembayaran  kewajiban  mut'ah  dan  nafkah  iddah  total

Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan sebelum mengambil akta

cerai;

6.  Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/ hadhanah sejumlah

Rp2.000.000,-  (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa

dengan penambahan 5% setiap  tahunnya,  di  luar  biaya pendidikan dan

kesehatan;  

7.  Menyatakan  apabila  Tergugat  tidak  membayarkan  kewajibannya berupa

mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut  pada diktum 4 (empat),

dianggap sebagai hutang yang dapat ditagih Penggugat; 

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

 Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

 Menyatakan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi  tidak  dapat  diterima  untuk

seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat/  Tergugat  Rekonvensi

sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cikarang  pada  hari  Selasa tanggal  24  Desember  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Abdil Baril Basith,

S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH, dan Alvi Syafiatin, S.Ag,

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui

Sistem Informasi  Pengadilan  pada hari  Selasa tanggal  31  Desember  2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah dalam sidang
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terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,

dengan  dihadiri  oleh  Penggugat/  Tergugat  Rekonvensi  dan  Tergugat/

Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Tirmizi, SH, MH

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH, MH
Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag, MH
Panitera Pengganti,

Muhammad Hudory, SH, MH
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.   75.000,-

3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp.   32.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,-

JUMLAH : Rp. 177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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